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P U T U S A N 

Nomor:3138/Pdt.G/2017/PA.Cbn 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai 

berikut  dalam  perkara  gugatan  nafkah  anak  dan  pembagian  harta  bersama, 

antara:  

 

PENGGUGAT Umur  23 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga Tempat kediaman di 

Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, dalam hal ini memberi 

Kuasa kepada PAULUS SUBANDI, SH.MH.CLA.CIL - 

BAMBANG WIYATNO.,SH. – CHAIRUL 

AMAN.,SH.,MH.,CIL. Para Advokat dan Konsultan Hukum 

yang tergabung pada “ Law Office PAULUS SUBANDI & 

PARTNERS”, yang beralamat di Pondok Damai Blok D-1 

No.  12,  Cileungsi  Bogor.  Telpon  (021)  82493210,  HP 

081287090880, 081389695599, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus    tanggal  09  Agustus  2017  Selanjutnya  disebut  

sebagai Kuasa Penggugat; 

Melawan 

TERGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan STM Pekerjaan 

Wiraswasta  Tempat  kediaman  di  Kecamatan  Cileungsi, 

Kab. Bogor,Selanjutnya disebut   sebagai Tergugat; 

  
Pengadilan Agama tersebut;  

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  

Setelah  mendengar  pihak  yang  berperkara  dan  saksi-saksi  serta  alat 

bukti lain di persidangan;  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 

14  Agustus  2017 yang    telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama 

Cibinong      dalam  register  perkara  Nomor  :  3138/Pdt.G/2017/PA.Cbn  telah 

mengajukan hal-hal sebagai berikut :  

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 

perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2007, di Pager Sari, Kecamatan 

Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan. 

2. Bahwa  dalam  perkawinannya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah 

memperoleh  keturunan  seorang  anak  laki-laki  bernama  ANAK  I  lahir  pada 

Tanggal 28 Maret 2011, di Bogor sesuai dengan Akta Lahir No. AL. 

639.0382697, kutipan Akta kelahiran di keluarkan pada tanggal 5 Juli 2011. 

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir 

karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor dengan No. 

1018/Pdt.G/2017 PA.Cbn, tanggal 27 April 2017, dengan Amar Putusan 

sebagai berikut: 

MENGADILI : 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2) Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap 

Penggugat (sukendah Binti Jaimin); 

3) Menyatakan anak  yang  bernama  ANAK  I  lahir  pada Tanggal  28 Maret 

2011 adalah anak Penggugat (Sukenah Binti Jamin) dengan (TERGUGAT); 

4) Menetapkan  Penggugat  (Sukenah  binti  Jamin)  yang  mengasuh  dan 

memelihara anak yang bernama ANAK I lahir pada Tanggal 28 Maret 2011; 

5) Memerintahkan  pengadilan  agama  cibinong  agar  mengirimkan  salinan 

putusan  setelah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  pegawai  pencatat  nikah 

kantor urusan agama kecamatan purwodadi kabupaten Musi rawas sumatera 

selatan dan Pegawai Pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cilungsi 

kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
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6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp.351.000 (tigaratus lima puluh satu ribu rupiah); 

4. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat dan atau Tergugat tidak 

mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga Putusan tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta 

Cerai No. 1543/AC/22017/PA.Cbn tertanggal 24 Mei 2017; 

5. Bahwa dengan telah adanya putusan perceraian dan adanya 

pengasuhan  anak  yang  bernama  ANAK  I  lahir  pada  Tanggal  28  Maret  2011 

ada pada Penggugat sebagaimana keputusan a quo tersebut dan telah  

berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya berakibat pula kepada kepastian 

akan nafkah anak yang belum diputuskan termasuk berakibat pula atas adanya 

pembagian  atas  harta  benda  bersama  dalam  perkawinan  aquo  Penggugat 

dengan Tergugat; 

6. Bahwa nafkah anak / biaya pemeliharaan anak sangat diperlukan untuk 

kepentingan  anak  dan  hal  tersebut    ditanggung  oleh  ayahnya  sesuai  dengan 

Surat Al-Baqoroh ayat 233 -------- 

 : ??????? ???????????? ???? ??????????? ??????????????? 

?????????????yang  artinya  mengatakan  “.......  dan  kewajiban  ayah  memberi 

makan  dan  pakaian  kepada  ibu  dan  anak  dengan  cara  yang  ma’ruf””  yang 

karenanya Tergugat dalam perkara ini sebagai ayah mutlak mempunyai 

tanggung jawab terhadap anaknya ( Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah”, jilid 7, 1981, 

PT. Alma’arif, Bandung, halaman 87) ; 

7. Bahwa dalam isi Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam 

mengisyaratkan  kewajiban  suami,  adalah  sebagai  berikut  :  “sesuai  dengan 

penghasilannya suami menanggung : 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; 

b. Biaya  rumah  tangga  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  istri 

dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak; 
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Sebagaimana  bersesuaian  dengan  isi  Pasal  149  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum 

Islam,  yang  berbunyi  “Bilamana  perceraian  putus  karena  talak,  maka  bekas 

suami wajib  memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun atau dewasa menurut hukum”, Karenanya Tergugat 

berkewajiban memberikan Nafkah kepada anaknya, hal mana menurut 

Penggugat  adalah  sangat  beralasan  dan  patut,    terlebih  Tergugat  sangat 

mempunyai  kemampuan  secara  Financial  untuk  menjamin  dan  memberikan 

nafkah anak / biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa menurut 

hukum; 

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Cibinong 

Nomor: 1018/Pdt.G/2017 PA.Cbn, tanggal 27 April 2017, diadalam keputusan 

tersebut  belum  pernah  diputuskan  mengenai  adanya  nafkah  terhadap  anak,  

yang nafkah anak tersebut adalah meliputi biaya hidup, biaya kesehatan dan 

biaya Pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat Yang bernama ANAK I, 

maka  dengan  ini  Penggugat  memohon  kepada  pengadilan  agama  melalui 

majelis  hakim  pemeriksa  perkara  agar  Tergugat  dapat  memberikan  nafkah 

anak dan atau biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya Pendidikan untuk setiap 

bulannya yang mana dapat dirinci kebutuhannya dengan sebagai berikut:  

1. Biaya hidup :  

• Uang makan 3 x sehari =Rp.100.000 x 30 hari = Rp.3000.000 (+) 

• Uang Jajan per hari  =Rp.50.000 x 30 hari = Rp.1.500.000 

=Rp.4.500.000 (+) 

2. Biaya kesehatan 

• Perawatan jalan setiap bulan Rp. 3.000.000 (+) 

• Asuransi kesehatan setiap bulan Rp. 500.000 

=Rp.3.500.000(+) 

3. Biaya Pendidikan (sekolah) 

• SPP = Rp.250.000 (+) 

• Seragam sekolah  3 stel Rp. 1.500.000 (+) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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• Buku dan alat tulis lainnya Rp. 1.500.000 (+) 

• Transport untuk pergi sekolah Rp.1.500.000(+) 

=Rp.4.750.000(+) 

4. Biaya sandang (pakaian) 

• Baju,  Celana,  pakaian  dalam  dan  sepatu  Rp.2.500.000  untuk  setiap 

bulannya 

Maka  total  nafkah  untuk  anak  keseluruhannya  pertiap  bulan  adalah  sebesar 

Rp. 15.250.000. (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 

9. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun  2009    tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  peradilan  dilakukan  dengan 

sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya 

ringan  ini  dimaksudkan  adalah  untuk  memberi  perlindungan  dan  kepastian 

hukum  terhadap  setiap  Warga  Negara  RI  vide    pasal  86  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  Jo  Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, karenanya dalam gugatan ini Penggugat  juga 

menuntut/menggugat    Tergugat  untuk  memberikan  hak-hak  dari  Penggugat 

atas  harta  bersama  yang  belum  pernah  dilakukan  pembagiannya  menurut 

hukum  dan  belum  diputuskan  secara  hukum  demi    adanya  kepastian  hukum 

bagi Tergugat; 

10. Bahwa  semua  harta  bersama  sampai  saat  diajukan  gugatan  ini  masih 

dikuasi Tergugat dan belum pernah dibagi, bahwa Penggugat telah berupaya 

secara musyawarah damai untuk melakukan pembagian harta bersama 

tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan pembagian harta bersama 

kepada Penggugat, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik adalah diajukan 

gugatan ini ke Pengadilan agar mendapatkan putusan yang adil dan 

berdasarkan hukum yang berlaku; 

11. Bahwa  menurut  hukum  atas  harta  bersama  tersebut  masing-masing 

pihak  Penggugat  dan Tergugat  mendapatkan  bagian  masing-masing  separuh 

bagian sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan Per-Undang-Undangan 

KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  Pasal  1  Hurup  f  yang  berbunyi  Harta  kekayaan 

Disclaimer
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dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri 

atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar  atas nama 

siapapun Juncto Pasal 97 yang berbunyi Janda atau duda cerai masing-masing 

berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam 

perjanjian perkawinan; 

12. Bahwa  menurut  hukum  atas  harta  bersama  tersebut  masing-masing 

pihak  Penggugat  dan Tergugat  mendapatkan  bagian  masing-masing  separuh 

bagian  dan  berdasarkan  Pasal  91  Kompilasi  Hukum  lslam  (KHl),  Sub  Buku  I 

Hukum Perkawinan, cakupan dari harta bersama tersebut adalah : 

Ayat (1) :  "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat  

        berupa benda berwuiud atau tidak berwuiud"; 

Ayat (2) : "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak' bergerak,  

        benda bergerak dan surat-surat berharga";  

Ayat (3) : "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan 

kewajiban";  

Ayat (4) : “Hatta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah  

satu  

        pihak  atas persetuiuan pihak lainnya"' 

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta 

bersama yang masih dimiliki Penggugat dan Tergugat, berupa harta bersama 

antara lain: 

a. Satu  Unit  Rumah  dengan  Luas  Tanah  72  M2  dengan  alas  Hak  Guna 

Bangunan No. 494 dengan surat ukur Nomor 1 Dayeuh 2008, Desa Dayeuh, 

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Atas nama TERGUGAT, tanggal  2-6-

2008 nilai harganya ditaksir sebesar Rp. 250.000.000; 

b. Sebidang tanah berupa sawah seluas 5300 (lima ribu tiga ratus) M2 di 

daerah U. 1. Pagarsari, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan atas Nama  

JAIMIN.  Dengan  Buku  Tanah  Hak  Milik  No.    117,  Surat  Ukur/Gambar situasi  

Disclaimer
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Tgl.  28  –  11  –  1994 Nomor.  383,  sawah  tersebut  atas  nama    JAIMIN,  tanah 

tersebut nilainya ditaksir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 

c. Sepeda  Motor,  atas  nama  SUKENDAH,    Merek  Honda,  Nomor  BPKB  

No.:  L-  12909621,  Nomor  Regrestasi  :  F  6864  FF,  Type  X1B02NO4LO  AT. 

Jenis  :  Sepeda  Motor,  Model Solo,  Tahun  Pembuatan  2015,  Isi  Silinder:  108 

CC, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN, MN1JFP2FK041822, Nomor Mesin 

JFP2E1041265, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda dua nilainya ditaksir 

sebesar Rp. (lima juta Rupiah). 

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23-02-2014 telah 

melakukan kesepakatan untuk membeli sebuah mobil All New Grand Livina 1.5 

XV  MT  a/n  Muhammad  Sholihin  dengan  PT.  Wahana  Persada  Jakarta,  Jln. 

Alternatif Cibubur Km. 7 Cibubur Gunung Putri Bogor 16967. Dengan 

memberikan  uang  tanda  jadi  sebesar  Rp  5.000.000,-(lima  juta  rupiah),  yang 

menyerahkan uang tersebut adalah atas nama SUSENO. Bahwa Pada tanggal 

25  Februari  2014,  Penggugat  melakukan  pembayaran  cicilan  mobil  yang  ke 

dua melalui transfer bank Mandiri ke PT. Wahana Persada Jakarta, sebesar Rp 

55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 03-03-2014, Penggugat 

melakukan pembayaran pelunasan Mobil All New Grand Livina 1.5 XV MT a/n 

Muhammad Sholihin sebesar Rp. 116.950.000,- (seratus enambelas juta 

Sembilan ratus limapuluh ribu rupiah). Bahwa Mobil NISSAN Nomor 

Regestrasi, B 1361 TYE, Type Grand Livina 1.5 XV M/T, Jenis MB 

Penumpang,  Model  Minibus,  Tahun  Pembuatan  2013,  Isi  Silender  1,498  CC, 

Warna Silver Metalik. Nomor Rangka/NIK/VIN MHBG3C61FOJO14580, Nomor 

Mesin HR15702201T, Nomor Faktur 316404, Tanggal Faktur 3-3-2014, Nama 

APM/Importir : PT. NISSAN MOTOR INDONESIA, Nomor SUT/SRUT 

SK.3300JAJ.402JDRJO12013, Nomor TPT 1128/IUBTT/5/2013. Untuk 

mendapatkan  Plat  Nomor  B1361  TYE  Jakarta  maka  di  atas  namakan  Sdr. 

MUHAMMAD  SHOLOHIN,  Status  Pelajar  Alamat  Cipinang  Asem  GG.Mawar 

No.  53  Rt  003  Rw  009  Kel.  Kebon  Pala  Kec.  Makasar,  Jakarta  Timur.  Mobil 

tersebut  dari  awal  sampai  saat  ini  berada  pada  Tergugat  nilainya  ditaksir 

sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) . 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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e. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  selama  perkawinannya  juga 

memiliki  Logam  Mulia (emas)  seberat  30  Gram,  masing-masing  Fineness 

999,9, Weight 5 gram, dan ID Number : EHG 019, Fineness 999,9 Weight 25 

gram. Saat ini ada pada penguasaan Penggugat nilainya adalah sebesar Rp. 

15.000.000 (lima belas juta rupiah) 

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan juga 

memiliki  tabungan  di  Bank  Mandiri  Sebesar  Rp  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta 

rupiah) berada pada Penggugat. 

g. Bahwa  selama  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  juga  telah 

membeli dan memiliki dua ekor sapi yang sampai saat ini maasih ada dibawah 

penguasan  Tergugat  dengan  harga  2  ekor  sapi  tersebut  adalah  sebesar  Rp. 

18.000.000. (delapan belas juta rupiah);  

h. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama sama telah 

menanamkan saham di PT. Barata Mandiri Wijaya, berdasarkan Akta Notaris 

dan  PPAT  TAMTOMO  ENDROPRANOTO,SH.  Yang  beralamat  di  Jln.  Prof. 

Supomo, SH. No. 6A Tebet Jakarta Selatan. Telp (021) 70602029, Fax 

(021)8318472.  Tanggal  11  Mei  2016,  Nomor  -02-,  dari  jumlah  saham  yang 

dimiliki  oleh  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  sebesar  550  (lima  ratus  lima  puluh) 

saham  dengan  nilai  nomoinal  Rp  550.000.000,-  (lima  ratus  limapuluh  juta 

rupiah),  semuanya  merupakan  saham  saham  atas  nama,  dan  telah  disetor 

penuh dalam Perseroan hingga saat ini. Untuk itu Kepemilikan saham 

Penggugat  sebesar  220  (dua  ratus  duapuluh)  saham  dengan  nilai  nominal 

sebesar Rp 220.000.000,- (duaratus duapuluh juta rupiah), sedangkan saham 

Tergugat  sebesar    220  (duaratus  duapuluh)  saham  dengan  nilai  nominal  Rp 

220.000.000,-  (duaratus  duapuluh  juta  rupiah).  Dan  SUHARJOKO  memiliki 

saham sebanyak 110 (seratus sepuluh) saham dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). 

? Bahwa  terdapat  perubahan  Susunan  direksi  dan  dewan  Komisaris  PT. 

Barata Mandiri Wijaya, menjadi sebagai berikut : 

Direksi    

Direktur Utama : Tuan SUSENO 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktur  : Tuan SUHARJOKO 

Dewan Komisaris : 

Komisaris  : NY. SUKENDAH 

Pengurus  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  menyetujui  peningkatan  modal  dasar 

perseroan semula Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) menjadi 

Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enamratus juta rupiah). 

? Bahwa dengan Meyetujui perubahan susunan pemegang saham 

Perseroan, karena adanya peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan 

perseroan. Maka susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai 

berikut : 

? TUAN  SUSENO/Tergugat,  sebanyak  780  (tujuh  ratus  delapan  puluh) 

saham  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp  780.000.000,-  (tujuh  ratus  delapan 

puluh juta rupiah). 

? NY. SUKENDAH/ Penggugat, sebanyak 520 (lima ratus duapuluh) 

saham  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp  520.000.000,-  (lima  ratus  duapuluh 

juta rupiah). 

? TUAN SUHARJOKO, memiliki saham sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) 

saham  dengan  nilai  nominal  saham  seluruhnya  sebesar  Rp  1.300.000.000,- 

(satu milyar tiga ratus juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan saham 

berjumlah 2.600 (dua ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya 

sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah). 

? Bahwa  perusahaan  atau  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  saat  ini  dikuasai 

oleh Tergugat dan Berdasarkan peningkatan modal dasar dari 550 (lima ratus 

lima puluh) saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp 

550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), menjadi 2.600 (dua ribu enam 

ratus)  saham  dengan  nilai  nominal  seluruhnya  sebesar  Rp  2.600.000.000,- 

(dua  milyar  enam  ratus  juta  rupiah).  Bahwa  saham  milik  Penggugat  sebesar 

520 (lima ratus duapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 

520.000.000,-  (lima  ratus  duapuluh  juta  rupiah)  dan  saham  milik  Tergugat 

sebesar 780 (tujuh ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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seluruhnya sebesar Rp 780.000.000,- Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), 

kalau  disatukan  menjadi  520  saham  +780  saham  =  1.300  (seribu  tigaratus) 

saham maka nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar 

tiga ratus juta rupiah), karena diperoleh semasa perkawinan maka merupakan 

harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) secara sama rata antara Penggugat 

dan Tergugat. 

i. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  juga  memiliki  Aset  Perusahaan  yang 

belum dibagi antara penggugat dan tergugat di PT. Barata Mandiri Wijaya saat 

ini setidak-tidaknya mohon yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara 

menetetapkan  senilai  Nilai  Rp  10.000.000.000,-(sepuluh  milyar  rupiah)  atau 

berdasarkan  kepatutan  dan  pertimbangan  keadlian  majelis  hakim  pemeriksa 

perkara yang antara lain terdiri dari : 

a) Tanah beserta bangunan PT. Barata Mandiri Wijaya Rp  1.000.000.000,- 

b) Mesin Bubut yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000,- 

c) Mesin Miling yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000,- 

d) Mobil  Porclip  dan  mobil  lainnya  yang  ada  pada  PT.  Barata  Mandiri 

Wijaya Rp. 5.000.000.000,- 

j. Bahwa  Penggugat  selain  penanam  saham  juga  bekerja  dan  bertindak 

sebagai  Komisaris  di  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  oleh  karena  itu  Penggugat 

menuntut uang pembayaran gaji milik Penggugat yang belum diberikan 

Penggugat dan masih dikuasai oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut 

: 

? gaji sebagai Komisaris setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,-  

X 4 bulan maka = Sebesar   Rp.  100.000.000,- 

? uang tunjangan Hari Raya sebesar  Rp   200.000.000,- 

? uang SHU        Rp    300.000.000,-    

 Total nya adalah sebesar        Rp.  600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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14. Bahwa  Penggugat  memohon  agar  harta  bersama  selama  perkawinan 

sebagaimana tertuang dalam angka 13 huruf a, b, c, d, e, f, g, h,i dan j. dapat 

ditetapkan sebagi harta bersama dan dibagi secara adil dan rata (natuna) antar 

Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, 

sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan. 

15. Bahwa  Penggugat  sangat  khawatir  Tergugat  akan  mengalihkan  harta 

kekayaan  selama  proses  pemeriksaan  perkara  ini  berlangsung  karena  itikad 

buruknya  yang  tidak  mau  membagi  harta  bersama  secara  sukarela  dan  agar 

gugatan  Penggugat  tidak  sia-sia  (illusoir)  maka  mohon  Majelis  Hakim  yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan 

(Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu atas harta kekayaan sebagaimana 

dimaksud pada poin di atas.  

16. Bahwa guna  menghindarkan berlarut-larutnya pelaksanaan terhadap 

putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar atas keterlambatan 

melaksanakan isi putusan ini Tergugat dihukum membayar uang paksa 

(dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

harinya apabila Tergugat lalai/lambat melaksanakan putusan ini;  

17. Bahwa gugatan Pengggugat adalah mengenai pembagian harta 

bersama dengan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang 

kuat,  sah  dan  otentik  yang  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  dan  tidak 

dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi 

ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara 

ini dinyatakan DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (Uit Voorbaar Bij 

Voorad) sekalipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;  

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan  Agama Cibinong, atau kepada Yang Mulia Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberi putusan perkara ini dengan 

amar sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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3. Menetapkan  Tergugat  untuk  menjamin  dan  membayar  Nafkah  anak  / 

biaya pemeliharaan anak pertiap bulan adalah sebesar Rp. 15.250.000. 

(lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak 

dibacakannya putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa 

menurut hukum dengan kenaikan  biaya nafkah anak sebesar 20% untuk 

pertahunnya; 

4. Menghukum  Tergugat  untuk  menjamin  dan  membayar  Nafkah  anak  / 

biaya pemeliharaan anak pertiap bulan adalah sebesar Rp. 15.250.000. 

(lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak 

dibacakannya putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa 

menurut hukum dengan kenaikan  biaya nafkah anak sebesar 20% untuk 

pertahunnya; 

5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa: 

a. Satu  Unit  Rumah  dengan  Luas  Tanah  72  M2  dengan  alas  Hak 

Guna  Bangunan  No.  494  dengan  surat  ukur  Nomor  1  Dayeuh 

2008,  Desa  Dayeuh,  Kecamatan  Cileungsi,  Kabupaten  Bogor. 

Atas nama TERGUGAT, tanggal  2-6-2008 seharga 

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). 

b. Sibidang  tanah  berupa  sawah  seluas  5300  (lima  ribu  tiga  ratus) 

M2 di daerah U. 1. Pagarsari, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera 

Selatan atas Nama  JAIMIN. Dengan Buku Tanah Hak Milik No.  

117, Surat Ukur/Gambar situasi  Tgl. 28 – 11 – 1994 Nomor. 383, 

sawah tersebut atas nama  JAIMIN, tanah tersebut nilainya 

sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 

c. Sepeda  Motor,  atas  nama  SUKENDAH,    Merek  Honda,  Nomor 

BPKB    No.:  L-  12909621,  Nomor  Regrestasi  :  F  6864  FF,  Type 

X1B02NO4LO  AT.  Jenis  :  Sepeda  Motor,  Model  Solo,  Tahun 

Pembuatan  2015,  Isi  Silinder:  108  CC,  Warna  Hitam,  Nomor 

Rangka/NIK/VIN, MN1JFP2FK041822, Nomor Mesin 

JFP2E1041265, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda dua seharga 

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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d. Sebuah mobil  All  New  Grand  Livina  1.5  XV  MT  a/n  Muhammad 

Sholihin  dengan  PT.  Wahana  Persada  Jakarta,  Jln.  Alternatif 

Cibubur Km. 7 Cibubur Gunung Putri Bogor 16967 dengan Nomor 

Regestrasi, B 1361 TYE, Type Grand Livina 1.5 XV M/T, Jenis MB 

Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silender 

1,498 CC, Warna Silver Metalik. Nomor Rangka/NIK/VIN 

MHBG3C61FOJO14580, Nomor Mesin HR15702201T, Nomor 

Faktur  316404,  Tanggal  Faktur  3-3-2014,  Nama  APM/Importir  : 

PT. NISSAN MOTOR INDONESIA, Nomor SUT/SRUT 

SK.3300JAJ.402JDRJO12013, Nomor TPT 1128/IUBTT/5/2013 

Seharga Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).  

e. Logam  Mulia  seberat  30  Gram,  masing-masing  Fineness  999,9, 

Weight  5  gram,  dan  ID  Number  :  EHG  019,  Fineness  999,9 

Weight 25 gram Seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). 

f. Tabungan  di  Bank  Mandiri  Sebesar  Rp  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta 

rupiah) berada pada Penggugat 

g. Dua  ekor  sapi  yang  sampai  saat  ini  maasih  ada  dibawah  penguasan 

Tergugat dengan harga 2 ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000. 

(enam belas juta rupiah);  

h. Saham  di  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  sebesar  1.300  saham  dan  atau 

sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) 

i. Aset  Perusahaan  milik  Penggugat  dan  Tergugat  yang  belum  dibagi 

antara  penggugat  dan  tergugat  di  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya  senilai  Nilai  Rp 

10.000.000.000,-(sepuluh  milyar  rupiah)  atau  mohon  ditetapkan  berdasarkan 

kepatutan dan pertimbangan keadlian majelis hakim pemeriksa perkara;, yang 

antara lain aset tersebut terdiri dari : 

a) Tanah beserta bangunan PT. Barata Mandiri Wijaya Rp  1.000.000.000,- 

b) Mesin Bubut yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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c) Mesin Miling yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000,- 

d) Mobil Porclip dan mobil Perusahaan lainnya yang ada pada PT. Barata 

Mandiri Wijaya Rp. 5.000.000.000,- 

j. Uang pembayaran gaji milik Penggugat yang belum diberikan 

Penggugat dan masih dikuasai oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut 

: 

? gaji  sebagai  Komisaris  setiap  bulannya  sebesar  Rp.25.000.000,-  X  4 

bulan, Sebesar Rp.  100.000.000,- 

? uang tunjangan Hari Raya sebesar  Rp   200.000.000,- 

? uang SHU        Rp    300.000.000,-    

  Total nya adalah sebesar     Rp.  600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah); 

 

6. Menghukum  Tergugat  dan  atau  pihak  lain  yang  menguasai  dan  atau 

ketitipan harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pembagian 

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara natuna dan adil sama 

rata atas : 

a) Satu  Unit  Rumah  dengan  Luas  Tanah  72  M2  dengan  alas  Hak  Guna 

Bangunan No. 494 dengan surat ukur Nomor 1 Dayeuh 2008, Desa Dayeuh, 

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Atas nama TERGUGAT, tanggal  2-6-

2008 seharga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). 

b) Sebidang tanah berupa sawah seluas 5300 (lima ribu tiga ratus) M2 di 

daerah U. 1. Pagarsari, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan atas Nama  

JAIMIN.  Dengan  Buku  Tanah  Hak  Milik  No.    117,  Surat  Ukur/Gambar situasi  

Tgl.  28  –  11  –  1994 Nomor.  383,  sawah  tersebut  atas  nama    JAIMIN,  tanah 

tersebut nilainya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 

c) Sepeda  Motor,  atas  nama  SUKENDAH,    Merek  Honda,  Nomor  BPKB  

No.:  L-  12909621,  Nomor  Regrestasi  :  F  6864  FF,  Type  X1B02NO4LO  AT. 

Jenis  :  Sepeda  Motor,  Model Solo,  Tahun  Pembuatan  2015,  Isi  Silinder:  108 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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CC, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN, MN1JFP2FK041822, Nomor Mesin 

JFP2E1041265, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda dua seharga Rp.5.000.000 

(lima juta rupiah). 

d) Sebuah mobil All New Grand Livina 1.5 XV MT a/n Muhammad Sholihin 

dengan  PT.  Wahana  Persada  Jakarta,  Jln.  Alternatif  Cibubur  Km.  7  Cibubur 

Gunung  Putri  Bogor  16967  dengan  Nomor  Regestrasi,  B  1361  TYE,  Type 

Grand  Livina  1.5  XV  M/T, Jenis  MB  Penumpang, Model  Minibus,  Tahun 

Pembuatan 2013, Isi Silender 1,498 CC, Warna Silver Metalik. Nomor 

Rangka/NIK/VIN MHBG3C61FOJO14580, Nomor Mesin HR15702201T, Nomor 

Faktur  316404,  Tanggal  Faktur  3-3-2014,  Nama  APM/Importir  :  PT.  NISSAN 

MOTOR INDONESIA, Nomor SUT/SRUT SK.3300JAJ.402JDRJO12013, 

Nomor TPT 1128/IUBTT/5/2013 Seharga Rp.140.000.000 (seratus empat puluh 

juta rupiah).  

e) Logam Mulia seberat 30 Gram, masing-masing Fineness 999,9, Weight 

5 gram, dan ID Number : EHG 019, Fineness 999,9 Weight 25 gram Seharga 

Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). 

f) Tabungan  di  Bank  Mandiri  Sebesar  Rp  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta 

rupiah) berada pada Penggugat 

g) Dua  ekor  sapi  yang  sampai  saat  ini  maasih  ada  dibawah  penguasan 

Tergugat dengan harga 2 ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000. 

(enam belas juta rupiah);  

h) Saham  di  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  sebesar  1.300  saham  dan  atau 

sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) 

i) Aset  Perusahaan  milik  Penggugat  dan  Tergugat  yang  belum  dibagi 

antara  penggugat  dan  tergugat  di  PT.  Barata  Mandiri Wijaya  senilai  Nilai  Rp 

10.000.000.000,-(sepuluh  milyar  rupiah)  atau  mohon  ditetapkan  berdasarkan 

kepatutan dan pertimbangan keadlian majelis hakim pemeriksa perkara;, yang 

antara lain aset tersebut terdiri dari : 

a. Tanah beserta bangunan PT. Barata Mandiri Wijaya Rp  1.000.000.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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b. Mesin Bubut yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000, 

c. Mesin Miling yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000, 

d. Mobil Porclip dan mobil Perusahaan lainnya yang ada pada PT. Barata 

Mandiri Wijaya Rp. 5.000.000.000,- 

j) Uang pembayaran gaji milik Penggugat yang belum diberikan 

Penggugat dan masih dikuasai oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut 

: 

? gaji  sebagai  Komisaris  setiap  bulannya  sebesar  Rp.25.000.000,-  X  4 

bulan, Sebesar Rp.  100.000.000,- 

? uang tunjangan Hari Raya sebesar  Rp   200.000.000,- 

? uang SHU        Rp    300.000.000,-    

  Total nya adalah sebesar     Rp.  600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah); 

 

7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda/asset, 

baik bergerak maupun tidak yang saat ini  sedang dalam penguasaan Tergugat 

dan atau yang berada pada kekuasaan pihak lain berupa :  

a) Satu  Unit  Rumah  dengan  Luas  Tanah  72  M2  dengan  alas  Hak  Guna 

Bangunan No. 494 dengan surat ukur Nomor 1 Dayeuh 2008, Desa Dayeuh, 

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Atas nama TERGUGAT, tanggal  2-6-

2008 seharga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). 

b) Sebidang tanah berupa sawah seluas 5300 (lima ribu tiga ratus) M2 di 

daerah U. 1. Pagarsari, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan atas Nama  

JAIMIN.  Dengan  Buku  Tanah  Hak  Milik No.    117,  Surat  Ukur/Gambar situasi  

Tgl.  28  –  11  –  1994 Nomor.  383,  sawah  tersebut  atas  nama    JAIMIN,  tanah 

tersebut nilainya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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c) Sepeda  Motor,  atas  nama  SUKENDAH,    Merek  Honda,  Nomor  BPKB  

No.:  L-  12909621,  Nomor  Regrestasi  :  F  6864  FF,  Type  X1B02NO4LO  AT. 

Jenis  :  Sepeda  Motor,  Model Solo,  Tahun  Pembuatan  2015,  Isi  Silinder:  108 

CC, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN, MN1JFP2FK041822, Nomor Mesin 

JFP2E1041265, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda dua seharga Rp.5.000.000 

(lima juta rupiah). 

d) Sebuah mobil All New Grand Livina 1.5 XV MT a/n Muhammad Sholihin 

dengan  PT.  Wahana  Persada  Jakarta,  Jln.  Alternatif  Cibubur  Km.  7  Cibubur 

Gunung  Putri  Bogor  16967  dengan  Nomor  Regestrasi,  B  1361  TYE,  Type 

Grand  Livina  1.5  XV  M/T, Jenis  MB  Penumpang, Model  Minibus,  Tahun 

Pembuatan 2013, Isi Silender 1,498 CC, Warna Silver Metalik. Nomor 

Rangka/NIK/VIN MHBG3C61FOJO14580, Nomor Mesin HR15702201T, Nomor 

Faktur  316404,  Tanggal  Faktur  3-3-2014,  Nama  APM/Importir  :  PT.  NISSAN 

MOTOR INDONESIA, Nomor SUT/SRUT SK.3300JAJ.402JDRJO12013, 

Nomor TPT 1128/IUBTT/5/2013 Seharga Rp.140.000.000 (seratus empat puluh 

juta rupiah).  

e) Logam Mulia seberat 30 Gram, masing-masing Fineness 999,9, Weight 

5 gram, dan ID Number : EHG 019, Fineness 999,9 Weight 25 gram Seharga 

Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). 

f) Tabungan  di  Bank  Mandiri  Sebesar  Rp  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta 

rupiah) berada pada Penggugat 

g) Dua  ekor  sapi  yang  sampai  saat  ini  maasih  ada  dibawah  penguasan 

Tergugat dengan harga 2 ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000. 

(enam belas juta rupiah);  

h) Saham  di  PT.  Barata  Mandiri  Wijaya,  sebesar  1.300  saham  dan  atau 

sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) 

i) Aset  Perusahaan  milik  Penggugat  dan  Tergugat  yang  belum  dibagi 

antara  penggugat  dan  tergugat  di  PT.  Barata  Mandiri Wijaya  senilai  Nilai  Rp 

10.000.000.000,-(sepuluh  milyar  rupiah)  atau  mohon  ditetapkan  berdasarkan 

kepatutan dan pertimbangan keadlian majelis hakim pemeriksa perkara;, yang 

antara lain aset tersebut terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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a. Tanah beserta bangunan PT. Barata Mandiri Wijaya Rp  1.000.000.000,- 

b. Mesin Bubut yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000, 

c. Mesin Miling yang ada pada PT. Barata Mandiri Wijaya Rp. 

2.000.000.000,- 

d. Mobil Porclip dan mobil Perusahaan lainnya yang ada pada PT. Barata 

Mandiri Wijaya Rp. 5.000.000.000,- 

j) Uang pembayaran gaji milik Penggugat yang belum diberikan 

Penggugat dan masih dikuasai oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut 

: 

? gaji  sebagai  Komisaris  setiap  bulannya  sebesar  Rp.25.000.000,-  X  4 

bulan, Sebesar Rp.  100.000.000,- 

? uang tunjangan Hari Raya sebesar  Rp   200.000.000,- 

? uang SHU        Rp    300.000.000,-    

  Total nya adalah sebesar     Rp.  600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah); 

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) 

sebesar  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  untuk  setiap  harinya  apabila 

Tergugat lalai/tidak mentaati putusan tersebut yang dapat ditagih secara 

sekaligus ; 

9. Menyatakan  putusan  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  meskipun 

ada bantahan, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad); 

10. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  seluruh  biaya  perkara  yang 

timbul dari perkara ini menurut hukum; 

SUBSIDAIR : 

Apabila  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  diputus  dengan 

seadil-adilnya (ex aequo et bono).    

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  persidangan  ternyata  panjar  biaya 

perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Panitera Pengadilan  Agama Cibinong untuk  menegur   Penggugat  untuk 

menambah kekurangan panjar biaya perkara; 

Menimbang, bahwa  Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan 

suratnya Nomor : W10.A-20/4834/HK. 05/2017  tertanggal 14 Desember 2017 

telah  menegur    Penggugat        agar    menambah  kekurangan  panjar  biaya 

perkara dalam tenggang waktu satu bulan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera 

Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor  :  3138/Pdt.G/2017/PA.Cbn  tertanggal  14 

Desember  2017  ternyata  Penggugat      tidak  memenuhi  isi  tegoran  tersebut 

meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor; 

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  segala 

sesuatu  yang  terjadi  dalam  persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam 

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada 

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  persidangan  ternyata  panjar  biaya 

perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan 

Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat  agar 

menambah kekurangan panjar biaya perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama 

Cibinong  Nomor : W10.A-20/4834/HK. 05/2017  tertanggal 14 Desember 2017  

Penggugat  telah ditegur untuk   menambah kekurangan panjar biaya perkara 

dalam  tenggang  waktu  satu  bulan,  namun  para  Pemohon    ternyata tidak 

pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan 

Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : : 3138/Pdt.G/2017/PA.Cbn 

tertanggal 14 Desember 2017 ; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang 

nomor  7  tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 
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tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  perkara 

yang diajukan kepadanya; 

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka 

Majelis Hakim menilai sikap  Penggugat  yang tidak memenuhi isi surat tegoran 

tersebut  harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat  dianggap tidak bersungguh-

sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang 

bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan 

Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara; 

Menimbang,    bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan, 

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat  akan  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku 

dan ketentuan-ketentuan hukum lain  yang berkaitan dengan perkara ini;  

 

MENGADILI 

1. Membatalkan perkara Nomor 3138/Pdt.G/2017/PA.Cbn; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari 

daftar perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 

Rabiulawal 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang 

terbuka  untuk  umum,  oleh  kami  Dra.  Yumidah,  M.H.  sebagai  Hakim  Ketua 

Majelis, dengan Drs. Haryadi Hasan, M.H. serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. 

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dengan  dibantu  oleh  Chairul  Cholid, 
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S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  tanpa  dihadiri  Kuasa  Penggugat 

dan tanpa hadirnya Tergugat;     

 

KETUA MAJELIS, 

 

 

Dra. Yumidah, M.H. 

HAKIM ANGGOTA                       HAKIM ANGGOTA 

 

         Drs. Haryadi Hasan, M.H.   Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. 

 

             PANITERA PENGGANTI, 

 

 

Chairul Cholid, S.Ag. 

 

 

 

 

 

 

Perincian Biaya Perkara : 

- Biaya Pendaftaran  Rp.   30.000,- 

- Biaya Proses   Rp.   40.000,- 

- Panggilan    Rp.   361.000,- 

- Redaksi    Rp.     5.000,- 

- Meterai    Rp.          6.000,- 

 Jumlah  Rp.     431.000.- 

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) 
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Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong 
agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat    dan diberitahukan 
kepadanya  bahwa  ia  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  perlawanan  dalam 
tenggang  waktu  14  (  empat  belas  )  hari  sejak putusan ini  diberitahukan 
kepadanya ;  

     Ketua Majelis 
 
 

      

Dra. Yumidah, M.H. 

 
Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 

:………………… 
 
Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal : ……………………. 
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